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BAB I
PENDAHULUAN

Y.1, Latar Belakang Masalah

Negara sebagai organisasi kekuasaan merupakan ba-
dan hukum yang mempunyai tujuan tertentu yang akan di-
capai. Dalam rangka pencapaian tujuan negara sebagaimana
yang tercantum dalam Pembukaan Undang —Undang Dasar 1945
alinea keempat dinyatakan

"Untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kese-
Jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber-
dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-
adilan sosial,"

Tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Un-
dang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, kemudian diper-
tegas dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1988 yang ber-
bunyi sebagai berikut

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata materil
dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wa-
dah negara kesatuan Republik Indonesia yang mer-
deka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rak-
yat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tertib dan dinamis serta dalam lingkungan perga-
ulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan
damai.,"

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlu-
kan biaya yang cukup besar dan tenaga profesional, se-
hingga pelaksanaan pembangunan Nasional dapat ber jalan

sesual dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.




Kabupaten Daerzh Tingkat II Wajo, merupakan salah
satu daerah otonom yang diberikan hak untuk mengurus dan
mel aksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasya=-
rakatan guna tercapainya prinsip otonomi nyata dan ber-
tanggung Jawab, Pel aksanaan tugas otonomi nyata dan ber-
tanggung jawab di setiazp daerah memerlukan sejumlah Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Salah satu
jenis anggaran yang diharapkan dapat didistribusikan un-
tuk membiayai pelaksanaan tugas dimaksud adalah bersum-
ber dari pendapatan asli daerah yang bersangkutan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Pasal 55 huruf adi-
atur bahwa sumber Pendzapatan Asli Daerah adalah :

"a, Hasil Pajak Daerah;;

b, Hasil Retribusi Daerah;
c. Hasil Perusahaan Daerzh;
d, Lain-lzin Hasil Usaha Daerah yang Sah,"

Bertolak dari rumusan Pasal 55 huruf a Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1974 di atas, diketahui bahwa hasil
pajsk, hasil retribusi daerah, hasil peruéahaan daerah,
dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah merupakan sum-
ber pensapatan asli daerah, Agar sumber-sumber pendapate®
an dderah tersebut dapat berfungsi secara berdaya-guna
dalam rangka mencapai tujuan pembentukannya, maka daerah
itu diberi hak untuk melaksanakan segala urusan rumah
tangga daerahnya, Pemberian wewenang ini menuntut dan

mendorong setiap daerah otonomi untuk dapat meningkatkan

pendapatan asli daerahnya sesuai dengan peraturan perun-




t.2.

dang-undang yang berlaku.,

Berpi jek. pada argumentasi di atas, menarik perha-
tian penulis untuk membahasnya di bawah judul ™ TINJAUAN
HUKUM TENTANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II
WAJO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ™ (Studi
Kasus).

Rumusan Masalah
Sebagai penanggung jawab utama dalam Pengurusan
Rumah Tangga Daerah Tingkat II, Bupati Kepala Baerah
Tingkat II sudah barang tentu mempunyai tugas dan tang-
gung jawab meliputi berbagai dimensi yang terkait dengan
pengelolaan pengurusan rumah tangga daerah yang telah
diamanahkan oleh aturan yang mendasarinya, terutama hal-
hal nang berkenaan dengan pengelolaan pendapatan asli
daerah, Untuk itulah perlu ditegaskan permasalahan pokok
yang akan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini.
Adapun masalah-masalah yang selanjutnya akan men-
jgdi fokus ka jian dalam pembahasan skripsi ini, diiden-
tifikasikan berdasar kan rumusan di bawah ini :
a, Apakah peningkatan pendapatan asli daerah ting-
kat II Wajo mampu menunjang pembangunan yang
. sedang dilaksanakan di daerah Tingkat II Wa jo.
b. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi sehu-
bungan demga&n usaha peningkatan pendapatan asli
daerah di Kabupaten Dati II Wa jo.




1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

a.

C.

Tujuan penulisan, adalah sebagai berikut

Untuk melihat dan sekaligus memperoleh gambaran ten-
tang tingkat konstribusi pendapatan asli daerah Ting-
kat II Wajo dalam realisasi penerimaan daerah, sehu-
bungan dengan upaya untuk mengintensifkan pemasukan
daerah dari sektor pendapatan asli daerah,
Secara khusus penulisan ini bertujuan untuk mengung-
kapkan hal-hal yang merupakan kompetensi Bupati Kepa-
la Daerah Tingkat II Wajo, terutama dalam bidang pen-
dapatan daerah termasuk di dalamnya adalah langkah
yang ditempuh guna mengefektifkan fungsi dan tugas
(kompetensi) yang diembannya, faktor-faktor yang ber-
pengaruh dalam upaya mengefektifkan fungsi dan tugas
tersebut,

Kegunaan penulisan, adalah sebagai berikut

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah
Tingkat IT Wajo dalam merumuskan dan menetapkan kebi-
jaksanaan - kebijaksanaan lebih lanjut yang berkaitan
dengan fungsi dan tugas Dinas Pendapatan Daerah Ting-
kat II Wajo.
Sebagai bahan informasi ataupun sebagai bahan bacaan
bagi pihak - pihak yang bermaksud melakukan penelitian
yang sama atau yang ada kaitannya dengan topik penu-
lisan ini,

Media latihan bagi penulis dalam upaya menambah wa-




wasan keilmuan, dan sekaligus untuk meme u'”ﬁﬁ%iﬁh§-

satu syarat guna memperoleh gelar Sar jana

Universitas "45" Ujung Pandang.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang dianggap relevan de=-
ngan materi bahasandalam skripsi nantinya, penulis akan
melakukan penelitian dengan menggunakan metode sosiolo-
gis. Untuk mendukung kajian sosiologis tersebut, diper-
lukan data baik data primer maupun data sekunder. Untuk
memperoleh data tersebut digunakan metode
a. Penelitian Kepustakaan (library research)

Melalui upaya penelitian kepustakaan ini, di-
harapkan akan ditemukan selain buku-buku ilmiah yang
ada kaitannya dengan obyek kajian juga peraturan per;
undang - undangan yang relevan, baik Undang - Undang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan - Keputusan Menteri,
maupun Peraturan-Peraturan Daerah terutama Peraturan
Daerah Tingkat ITI Wajo. Dengan penelitian Kepustaka-
an ini dipéroleh data sekunder.

b. Penelitign Lapangan (fiel research)

Dalam penelitian ini penulis mengadakan peng-
amatan dan pencatatan tentang peningkatan pendapatan
asli daerah Tingkat IT Wajo, dengan menggunakan cara
penelitian langsung dan wawancara dengan Pemerintah
Daerah Tingkat II Wajo, Penelitian lapangan ini di-

gunakan untuk memperoleh data primer.



1,5, Sistimatika Bahasan

Untuk sistimatika pembahasan dalam skripsi ini,
pola penyajiannya disusun sebagai berikut

Bab I, merupakan bab pembuka yang memaparkan ba-
gian - bagian pendahuluan, yang meliputi; latar belakang
masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, rumusan masalah,
metode penelitian, dan sistimatika bahasan.

Bab II, tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo
dan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo, meliputi;
Se jarah dan dasar hukum Pembentukan daerah Tingkat II
Wajo, pendapatan asli daerah Tingkat II Wajo, dan dasar
hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo.

Bab III, kewenangan dan fungsi pemerintah daerah
Tingkat II Wajo dalam meningkatkan Pendapatan Daerah,
meliputi dua bagian yaitu; kewenangan dan fungsi peme-
rintah Daerah Tingkat II Wajo dalam meningkatkan Penda-
patan Daerah, dan kewenangan pemerintah daerah berkenaan
dengan Anggaran Daerah,

Bab IV, Pelaksanaan Kewenangan pemerintah Daerah
dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II
Wajo meliputi; realisasi penerimaan pendapatan asli Da-
erah Tingkat II Wajo, serta faktor yang berpengaruh ter-
hadap upaya peningkatan pendapatan asli daerah‘tingkatlﬂi
Wajo.

Bab V, adalah bab terakhir yang menjadi penutup

dari skripsi ini dan memuat kesimpulan dari bab pendahu-
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luan sampai pada bab terakhir, dan bab ini juga memuat
saran ( saran-saran ) yang dianggap perlu berdasarkan

skripsi ini.




BAB II

TENTANG KABUPATEN DATI II WAJO DAN
PENDAPATAN ASLT DAERAH TINGKAT IT WAJO

2.1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Dati ITY
Wajo -

Untuk memelihara serta meningkatkan motivasi
atas dasar rasa cinta terhadap daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Wajo perlu adanya penetapan suatu hari yang
sangat bersejarah bagi Wajo, yaitu hari:peresmian pem-
bentukannya.

Berdasarkan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Wajo, Nomor 3 Tzhun 1989 Seri D Nomor 1,
bahwa peresmian pembentukan Kabupaten Wajo dilakukan
pada tanggal 11 Maret 1957, yaitu hari lepasnya Daerah
Wajo dari ikatan administrasi Kabupaten Bone dan berdi-
ri sebagai suatu daerah otonom yang_berhak mengurus ru-
mah tangganya sendiri, Ini berarti tanggung jawab pem-
bangunan Daerah ini berada dalam tangan pemerintah dan
rakyat di daerah ini, Otonomi wujudnya adalah tanggung
Jawab, Hal ini ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan diiDaerahh
yaitu otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Dengan demikian keberhasilan pembangunan Daerah
adal ah sangat ditentukan oleh rakyat di daerah itu sen-
diri, untuk menghadapi tantangan yang semakin berat
sebagai akibat meningkatnya pembangunan negararkita.

8
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Dasar hukum pembentukan Kabupaten Dati II Wajo, seperti
yang tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1989, yaitu :
"l, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di-
Sulawesi ( Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor
74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822 ).
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembar-

an Negara Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037 )."

2.2. Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo

Agar:. supaya Daerah Otonom dapat mengurus :rumah
tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka ' kepadanya
perlu diberikan sumber - sumber pembiayaan yang: cukup.
Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan
dapat diberikan kepada daerah otonom makadiwajibkan un-
tuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasar-
kan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dengan
demikian peﬁerintah daerah otonom dapat merencanakan
anggaran pendapatan dan Belanja daerahnya sendiri sesuai
dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya sendiri.

Dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun-1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, disebutkan’
sumber pendapatan daerah, adalah '

"a, Pendapatan asli daerah sendiri,, K yang terdiri

| i?rﬁa;il Pa jak Daerah;

2. Hasil Retribusi Daerah;
3, Hasil Perusahaan Daerah;

4, Lain-Lain Usaha Daerah yang Sah;
b, Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah
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1. Sumbangan dari Pemerintah;
2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan;
c. Lain-lain pendapatan yang sah."
Dari sumber pendapatan daerah di atas, maka yang
akan dibahas berikut ini.sehubungan dengan judul skripsi

Yaitu hanya huruf a pendapatan asli daerah sendiri.

1. Hasil Pajak Daerah
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-
daerah disamping retribusi daerah. Pengertian pajak seca-
ra umum diajukan oleh Rochmat Soemitro (1979 : 23), sebagai
berikut
"Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara ( per-
alihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor
pemerintahan ) berdasarkan Undang - Undang ( dapat
dipaksakan ) dengan tidak mendapatkan jasa timbal
( tegen prestatie ) untuk membiayai pengeluaran
umum (publike uitgaven), dan yang digunakan seba-
gal alat pencegah =ztau pendorong untuk mencapai
tujuan yang ada di luar bidang keuangan,"
Pendapat ini kemudian disempurnakan kembali oleh
ahli yang sama, Rochmat Soemitro (1980 : 3), sebagai ber-
ikut
"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat
kepada kas negara untuk membiayai "pengeluaran ru-
tin dan surplusnya digunakan untuk publiec saving
yang merupakan sumber utama untuk membiayai public
investment,"
Sedangkan mengenai pengertian pajak daerah dapat
ditelusuri dari pendapat beberapa ahli sebagail berikut
Rochmat Soemitro (Josef Riwu Kaho, 1991 : 129) me-
rumuskan pajak daerah sebagai berikut

"Pajak lokal atau pajak daerah ialah pajak yang di-
pungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti pro-
pinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya."
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A, Siagian ( Josef Riwu Kaho, 1991 : 129 ) meru-
muékan sebagai berikut

"Pa jak Negara yang diserahkan kepada daerah dan
dinyatakan sebagai pajak daerah dengan Undang-
Undang."

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa
pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada
Daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran
Daerah sebagai badan hukum publik.,

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak daerah,
menurut Josef Riwu Kaho ( 1991 : 130 ) diikhtisarkan se-
perti berikut

"a, Pajak Daerah berasal dari pajak negara yang

diserahkan kepada daerah sebagal pajak dae-
rah;

b, Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang - Un-
dang;

c. Pajak daerah dipungut oleh Daerah berdasarkan
kekuatan Undang - Undang dan/atau peraturan
hukum lzinnya; :

d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan un-
tuk membiayai penyelenggaraan urusan - urusan
rumah tangga daerah atau untuk membiayai pe-
ngeluaran Daerah sebagai bedan hukum publik,"

Pajak daerah masih dapat dibedakan antara pajak
daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II, dimana
kewenangan pemungutannya didasarkan atas khirarki pe-
merintahan, Skripsi ini menitikberatkan penelitiannya
terhadap pajak daerah yang diusahakan oleh pemerintah
daerah tingkat II Kabupaten Wajo. '

Di dalam buku Manual Administrasi Pendapatan

Daerah ( 1982 : 58-61 ) secara garis besar membedakan
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pajak daerah Tingkat II atas 5 jenis, yakni

Ila .

Jenis pajak daerah Tingkat II yang disebut
dalam Undang - Undang Nomor 11 Darurat Tahun
1957 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Tanggal 2 April 1980 Nomor 900-099;

Opsen atas pokok pajek-pajak Daerah Tingkat
I (menurut Undang - Undang Nomor 11 Darurat
Tahun 1957) sepanjang kemungkinan pemungutan
opsen diberikan dalam peraturan pajak daerah
Tingkat I;

Jenis pajak daerah Tingkat II, yang berasal
dari pajak negara yang diserahkan berdasar-
kan Undang-Undang perimbangan keuangan;
Jenis pajak yang diserahkan berdasarkan Un-
dang-Undang Nomor 10 Tahun 1968’ jo Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969;

Dari jenis pajak daerah Tingkat II tersebut
a sampai d masih ada yang tidak/ belum dapat
diselenggarakan; di samping itu masing - ma-
sing Daerah Tingkat II dimungkinkan untuk
mengadakan pungutan pajak Daerah atau yang
sejenis sesuai dengan persetujuan dan penge-
sahan dari instansi atasan yang berwenang,"

Dari kelima Jjenis pajak daerah di atas, masih

dapat diklasifikasikan menurut jeni pemungutannya., Di-

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II

Wajo tahun anggaran 1990/1991 hanya terdiri atas 37 je-

nis pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ketiga puluh tujuh jenis pajak daerah dimaksud

sebagai “berikut :

1. Pajak Kendaraan bermotor;

2.
3.
b
5.
6.

Bea balik nama kendaraan bermotor ;
Pa jak potong hewan;

Pa jak pembangunan I;

Pa jak radio;

Pajak bangsa asing;
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13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
2%
2k .
25.
26.
27.
28.
29.

Pajak
rial;
Pajak
Pa jak
Paiak
Pajak
Pa jak
Pa jak
Pa jak
Pa jak
tanah
darat
Pa jak
Pajak
Pa jak
Pa jak
Paiak
Pa jak
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atas izin menangkap ikan di parairan terito-

atas pertunjukan dan keramaian umum;

reklame ;

anjing;

pembikinan/penjualan petasan dan kembang api;
penjualan minuman yang mengandung alkohol;
kendaraan tidak bermotor;

tanda kemewahan, luas dan penggalian kuburan;
atas milik .berupa bangunan serta halamannya
kosong yang berbatasan dengan jalan umum di
dan air;

penerangan jalan;

rumah bola;

forensen;

pendaftaran perusahaan;

rumah penginapan;

atas mempunyai barang - barang yang menjulang

di atas bangunan yang dikuasai oleh Daerah;

Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Pa jak
Pajak
Pajak
Pa jak

perusahaan;

kendaraan di atas air;

pelabuhan perahu;

pmbikinan garam;

pengangkutan garam ke luar Daerah;
asuransi ;

perusahaan kandang babi;

pengambilan sarang burung;




30.
AN
52 .
33.
34
35.
36.
37.
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Pajak pengambilan rumput dan akar laut;
Pajak pengambilan telur penyu;
Pajak rumah asap;
Pa jak mendirikan gedung tembakau;
?ajak'pelelangan ikan;
Bea balik nama alat angkutan di atas air;
Tunggakan pajak;
Denda pajak;
Ditambahkan bahwa ke-37 jenis pajak daerah

yang tercantum di dalam APBD Tingkat II Kabupaten Wa-

jo Tahun Anggaran 1990/1991, ternyata tidak keselu-

ruhannya dipungut dari wajib pajak, kecuali jenis pa-

jak

daerah Tingkat II Wajo sebagai berikut

l. Pajak potong hewan, dipungut berdasarkan Perda

Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1976 tanggal 22 No-
pember 1976,

Pajak pembangunan I, dipungut berdasarkan Perda
Tingkat II Wajo Nomor 2 Tahun 1985 tanggal 1 April
1985.

Pajak radio, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II
Wajo Nomor 2 Tahun 1986 tanggal 15 Mei 1986.

Pajak bangsa asing, dipungut berdasarkan Perda
Tingkat II Wajo Nomor 9 Tahun 1983 tanggal 7 No-
pember 1983,

Pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, dipu-
ngut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 4 Ta-

hun 1984 tanggal 7 Maret 1984.
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10.

11.

124

IT Wajo Nomor 3 Tahun 1975 tanggal 10 Desember 1975

dan diubah pertama kali dengan Perda Tingkat II

Wajo Nomor 4 Tahun 1982 tanggal 28 Mei 1982.

Pajak penjualan minuman yang mengandung alkohol;

dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3

Tahun 1984 tanggal 7 Maret 1984,

Pajak kendaraan tidak bermotor, dipungut berdasar-

kan Perda Tingkat II Wajo Nomor 13 Tahun 1982 tang-

gal 28 Mei 1982.

Pajak penerangan jalan, dipungut berdasarkan Perda

Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1978 tanggal 34 De-

sember 1978,

Pa jak pendaftaran perusahaan, dipungut berdasarkan

Perda Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1979 tanggal2y

April 1979.

Pajak kendaraan di atas air, dipungut berdasarkan

Perda Tingkat II Wajo Nomor 4 Tahun 1985 tanggal 1

Mei 1985.

Tunggakan pajak, penerimaan ini diharapkan dari

tunggakan pareja dan Ipeda, yang didasarkan atas :

a. Untuk Pareja, dipungut berdasarkan Perda Ting-
kat II Wajo Nomor 5 Tahun 1978 tanggal 16 Okto-
ber 1978.

b. Untuk Ipeda, dipungut berdasarkan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1959 tanggal 26 september 1959.
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2. Hasil Retribusi Daerah
Sumber pendapatan Daerah yang penting lainnya
adalah retribusi. Pajak daerah sering dipersamakan de-
ngan retribusi daerah,_oleh karena itu cukup beralasan
kalau pada bagiaﬁ ini dikemukakan pula pengertian ret-
ribusi daerah untuk lebih memper jelas pemahaman setiap
orang, agar tidak keliru dalam memahaminya,
Menurut Rochmat Soemitro (1983 :17), mengemuka-
kan pengertian retribusi sebagai berikut
"Retribusi adalah penerimaan yang diperoleh pe-
nguasa publik dari rumah tangga swasta berda=
sarkan norma-norma umum yang ditetapkannya ber-
hubung dengan prestasi-prestasi, kerena berhu-
bungan dengan kepentingan umum, secara khusus
dilaksanakan oleh penguasa publik."
Lebih lanjut Rochmat Soemitro (1983 :17) membe-
rikan pendapatnya, sebagai berikut
'"Retribusi adalah pembayaran - pembayaran kepada
negara yang dilakukan oleh mereka yang menggu-
nakan jasa-jasa negara,"
Deri pendapat di atas terlihat bahwa, ciri-ciri
mendasar dari retribusi adalah :
a. retribusi di pungut oleh negara;
b. dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
c. adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat
ditunjuk;
d. retribusi dikenakan pada setiap orang,// badan yang
menggunakan jasa-Jjasa yang disiapkan negara.

Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat di-

kemukakan pendapat-pendapat, sebagai berikut
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Nasrun ( Josef Riwu Kaho, 1991 : 152 ) merumuskan
retribusi daerah, sebagai berikut

'"Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa
peker jaan, usaha atau milik Daerah untuk kepen-
tingan umum, atau karena jasa yang diberikan o-
leh Daerah baik langsung maupun tidak langsung."

Dalam Pasal 37 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1948
ditegaskan bahwa retribusi daerah, adalah :

"Pungutan pendapatan olehPemerintah sebagai peng-

ganti ( kerugian ) diensten yang diberikan oleh
Daerah kepada siapa saja yang membutuhkan diens-
ten itu."

Di dalam Undang-Undang Darurat Nomar 12 Tahun 1957
tentang Peraturan Umum retribusi daerah, maka pengertian
retribusi daerah dimuat dalam Pasal 2 ayat {3) :Undang-
Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, sebagai berikut

"Dalam Undang-Undang Darurat ini yang dimaksud de-

ngan retribusi daerah ialah pungutan daerah seba-
gai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh
Jjasa peker jaan, usaha atau milik daerah bagi yang
berkepentingan atau karena jasa yang diberikan
oleh daerah,"

Dari rumusan - rumusan tersebut di atas, dapat di-
simpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah
sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena menda-
patkan jasa peker jaan, usaha atau milik daerah bagi yang
berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Dae-
rah pemungut retribusi.

Retribusi daerah dilihat dari sarana / alat pemu-
ngutannya dapat diklasifikasikan atas 3 kelompok, yakni :

a. Kelompok retribusi daerah dengan sarana pemu-

ngutan berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar
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(SKUM) atau yang disamakan untuk itu.

b. Kelompok retribusi daerazh dengan benda berhar-
ga, leges, materai, karcis, kupon dan formulir
berharga.

c. Kelompok retribusi daerah dengan kartu,

Jenis retribusi daerah yang terdapat di dalam

APBD Tingkat II Wajo Tahun anggaran 1990/1991 sebanyak

38 macam, sedang yang dipungut hanya sebanyak 18 macam,

sebagai berikut

1.

L

Retribusi uang leges, dipungut berdasarkan Perda
Tingkat II Wajo Nomor 9 Tahun 1981 tanggal 28 Desem-
ber 1981, Telah diubah atas Perda Tingkat II Wajo
Nomor 11 Tahun 1987; disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 1084/I1II/1988
Seri B Nomor 2.

Uang Dispensasi jalan / jembatan, berdasarkan Perda
Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 12 Januari
1984,

Uang pemeriksaan / pembantaian, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun 1979 tanggal 7
Juli 1979.

Uang Sempadan / izin bangunan, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 7. Tahun 1979 tanggal 7
Juli 1979.

Pengujian kendaraan tidak bermotor, dipungut berdasar-
kan Perda Tingkat II Wajo Nomor 19 Tahun 1982 tanggal
2 Oktober 1982.




10.

1.

12.

13.

14,

15.
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Retribusi stasiun bus dan taxi, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 10 Tahun 1981 tanggal 28
Desember 1981,

Rumah sakit dan balai pengobatan, dipungut berdasar-
kan Perda Tingkat II Wajo Nomor 2 Tahun 1987 tanggal
5 Januari 1987,

Pasar, dipungut berdasarkan Perda Tingkat II Wajo No-
mor 3/DPRD/10/1986 tanggal 10 Juli 1986, juga dida-
sarkan atas Perda Tingkat II Wajo Nomor 5 Tahun 1984
tanggal 7 Maret 1984.

Retribusi Heller, dipungut berdasarkan Perda Tingkat
IT Wajo Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 27 Oktober 1990,
Izin penempatan Usaha, dipungut berdasarkan Perda
Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1983 tanggal 7 Nopember
1983.

Hasil pelelangan Ex ornament, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 3/DPRD/W/1973 tanggal 9
1973.

Izin penggilingan, dipungut berdasarkan Perda Tingkat
IT Wajo Nomor 7 Tahun 1990 tanggal 27 Oktober 1990.

Hasil persewaan truk, wales dan buldozer, dipungut
berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1983
tanggal 2 Maret 1983,

Retribusi sampah dan kotoran, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1981 tanggal 26
Maret 1981,

Retribusi parkif, dipungut berdasarkan Perda Tingkat
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IT Wajo Nomor 7 Tahun 1981 tanggal 20 Desember 1981,

16. Retribusi pangkalan hasil bumi, dipungut berdasar-
kan Perda Tingkat II wajo Nomor 11 Tahun 1982 tang-
gal 20 Pebruari 1982,

17. Retribusi alat penyeberangan, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 28
Desember 1981.

18. Retribusi pelataran, dipungut berdasarkan Perda
Tingkat II Wajo Nomor 11 Tahun 1985 tanggal 21 Ap-
ril 1985.

3. Hasil Perusahaan Daerah

Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah
perusahaan daerah, Dalam hal ini, laba perusahaan -dae-
rahlah yang diharapkan sebagai sumber pemasukan bagi
daerah, Oleh sebab itu, dalam batas - batas tertentu pe=
ngelolaan perusahaan haruslah bersifat profesional dan
harus tetap berpegang pada prinsif ekonomi secara umum
yakni efisiensi.

Dalam penjelasan umum Undang - Undang Nomor 5 Ta-
hun 1974, pengertian perusahaan daerah dirumuskan seba-
gai berikut

"Suatu badan usaha yang dibentuk oleh Daerah

untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan
untuk menambah penghasilan Daerah."

Dari penjelasan umum di atas tergambar dua fung-

si pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah

dan sebagai penghasil pendapatan daerah.
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Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 menegas-
kan sifat Perusahaan Daerah, sebagai berikut

"1. Perusahaan Daerah dengan suatu kesatuan pro-

duksi yang bersifat.:

a. memberi jasa.

b. menyelenggarakan kemamfaatan umum,
c. memupuk pendapatan,

2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut
serta melaksanakan pembangunan daerah khusus-
nya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya
untuk memenuhi kenutuhan rakyat dengan mengu-
tamakan industrialisasi dan ketentraman serta
ketenangan ker ja dalam Perusahaan, menuju ma-
syarakat adil dan merata."

Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen
yang diharapkan dapat memberikan konstribusinya bagi pen-
dapatan daerah, yang sifat utamanya memberikan jasa dan
menyelenggarakan kemamfaatan umum, selain itu Perusahaan
Daerah menjalankan fungsi ganda yang harus.tetap terja-
min keseimbangannya, yakni fungsi sosial dan fungsi eko-
nomi.

Berdasarkan keadaan dan kemampuan daerah, maka Pe-
rusahaan Daerah yang dapat didirikan akan berbeda dari
daerah yang satu dengan daerah yang lain,

Menurut Suhardi, (1980 : 27). mengemukakan " pshwa
Perusahaan Daerah pada umumnya terdiri dari

"1. Perusahaan Daerah air minum,

2. Perusahaan Daerah angkutan.
3. Perusahaan Daerah apotik,
Perusahaan Daerah Taman Daerah dan rekreasi.
Perusahaan Daerah perikanan.
Perusahaan Daerah perkebunan.
Perusahaan Daerah pembibitan.

Perusahaan Daerah peternakan.
dan lain-lain.,®

\O Qo) N\ F

Jenis Perusahaan Daerah yang terdapat di dalam
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APBD Tingkat II Wajo tahun anggaran 1990/1991 sebanyak
2 macam yaitu Bank Pembangunan Daerah dan Perusahaan Air
Minum. Dan yang dipungut hasilnya hanyalan Perusahaan
Air Minum, dengan Perda Tingkat II Wajo Nomor 7 Tahun
1976.

4. Penerimaan Dinas-Dinas
Sumber pendapatan daerah lainnya adalah Dinas-
dinas daerah serta pendapatan - pendapatan lainnya yang
diperoleh secara sah oleh pemerintah Daerah, Dinas -di-
nas daerah mempupyai tugas dan fungsi utams memberikan
pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhi-
tungkan untung rugi, tetapi dalam batas-batas tertentu
dapat didayagunakan dan bertindak sebagai organisasi
ekonomi yang memberikan pelayanan jasa dan dimbzlan,
Dan dari similah daerah dapat meningkatkan pendapatan
aslinya.
Dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1974, diatur mengenai Dinas-dinas daerah,
sebagai berikut
"1. Dinas daerah unsur pelaksana pemerintah dae-
2 g:gﬂentukan, susunan organisasi dan formasi
dinas daerah ditetapkan Peraturan Daerah se-
suai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri."
Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974, merumuskan sebagai berikut

"1 . Urusan - urusan yang dilaksanakan oleh Dinas
daerah tersebut adalah urusan yang telah men-
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Jadi urusan rumah tangga daerah - daerah, Pem-
bentukan Dinas Daerah untuk melaksanakan urus-
Aan-urusan yang masih menjadi wewenang Pemerin-
tah pusat dan belum diserahkan kepada daerah
dengan suatu Undang - Undang atau Peraturan Pe-
merintah menjadi urusan rumah tangganya tidak
dibenarkan.

2. Dalam menjalankan tugasnya, dinas-dinas Daerah
itu berada sepenuhnya di bawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Daerah,"

Dalam pasal tersebut di atas dan dalam penjelasan
umum tidak disebutkan tentang Dinas -dinas Daerah sebagai
sumber dari pendapatan Daerah, tetapi dalam prakteknya
lewat pemberian jasa tetap dapat menghasilkan manfaat eko-
nomi bagi daerah, Dan di sinilah diharapkan menjadi sum-
ber pemasukan bagi kas daerah.

_ Sekalipun Dinas-dinas Paerah telah ditempatkan se-
bagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, tetapi
tidak berarti sumbangan riil yang diberikan sektor inicu-
kup besar untuk menopang keuangan daerah pada umumnya.

Jenis dinas - dinas daerah yang terdapat di dalam
APBD Tingkat II Wajo Tahun .anggaran 1990/1991 sebanyak 4
macam, sedang yang dipungut ada tigs dari hasil Dinas-Di-
nas Daerah, yaitu :

1. Penerimaan Dinas Peternakan, dipungut berdasarkan Per-
da Tingkat ITI Wajo Nomor 11 Tahun 1984 tanggal 10 De=-
sember 1984 jonto Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun
1985 tanggal 1 April 1985.

2. Penerimaan Dinas Perikanan, dipungut berdasarkan Perda

Tingkat II Wajo Nomor 6 Tahun 1985 tanggal 1 Mei 1985,

3. Penerimaan Dinas Kesehatan, dipungut berdasarkan Perda
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Tingkat IT Wajo Nomor 2 Tahun 1987 tanggal 5 Januari
1987.
Sedangkan yang tidak dipungut hasilnya adalah pe-

nerimaan ferry.

5. Penerimaan Lain-Lain
Adapun penerimaan lain - lain ada 6 macam, 'tetapi
hanya ada 2 (dua) yang dipungut hasilnya, yaitu :

1. Hasil penjualan milik daerah, dipungut berdasarkan
Perda Tingkat II Wajo Nomor 3 Tahun 1976 tanggal 22
Nopember 1976.

2, Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga, dipungut
berdasarkan Perda Tingkat II Wajo Nomor 1 Tahun 1983
tanggal 2 Maret 1983,

Penerimaan lain - lain yang juga dipungut hasilnya
tetapi tidak didasarkan atas Perda adalah :

Penerimaan jasa. Giro; perkiraan penerimaan inri diharap-

kan dari jasa giro, dari band Danau Tempe, persewaan ge-

dung Pertemuan Masyarakat dan lain - lain penerimaan yang
tidak diatur dalam salah satu ayat yang ada, untuk tahun
anggaran 1990/1991, yaitu :

1. Penerimaan persewaan band, perkiraan penerimaan ini
diharapkan dapat diterima dari hasil persewaan band
danau Tempe.

2. Penerimaan persewaan balai pertemuan masyarakat, per -
kiraan penerimaan ini diharapkan dapat diterima dari

hasil persewaan Balai Pertemuan Masyarakat.




harga penjualan bibit tanaman seperti’; bibit mangga,

kelapa hybrida, kopi, nangka dan lain-lain,
Dari uraian pendapatan asli daerah di atas, maka
dapat dibuatkan tabel kesimpulan, sebagai berikut
Tabel 1
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran : 1990/91

! No., ! Uraian ! Jumlah !
1. ! Hasil pajak daerah ! Rp. 204,990.000,~ !

! 2, ! Hasil retribusi daerah ! Rp. 971,800,000, - !
! 3., ! Hasil perusahaan daerah ! Rp. 4 ,500,000,~ !
! 4, ! Pendapatan dinas-dinas ! Rp. 266.000,000,~ !
! 5, ! Pendapatan lain-lain ! Rp. 30.496.000,~ !
tJumlah ! Rp. 1.477.786,000,- !

Sumber data : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Wajo Nomor 2/1990, Tentang Anggaran Pendapat-
an dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/91.

Sehubungan dengan angka - angka dalam tabel yang te-
lah diuraikan terdahulu, nampak jelas bahwa hasil retribusi
daerah tinekat II Wajo paia tahun anggaran 1990/1991 jumlah-
nya adalah merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan ha-
sil pendapatan asli daerah 1lainnya, sedangkan pendapatan
hasil perusahaan daerah adalah yang terendazh, menyusul pe-

nerimaan / pendapatan asli daerah yakg lain akan diurutkan
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menurut hasil penerimaannya, yaitu hasil pajak daerah,
pendapatan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain.
Pada tabel 1 tersebut‘diketahui bahwa jumlah ang-
garan pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo tahun ang-
garan 1990/1991 adalah sebanyak Rp. 1.477.786.,000,- de-
ngan perincian sebagai berikut
1. Bagian hasil pajak daerah Rp. 204.990,000,=-
(13,87 % ).

2., Bagian hasil retribusi daerah Rp. 971.800,000,-
( 65,76 % ). |

3. Bagian hasil perusahaan daerah Rp. 4.500.000,-
( 0,31 %).

4, Bagian hasil dinas-dinas Rp. 266,000,000,-

18,00 % ).

5. Bagian pendapatan lain-lain Rp. 30.496.000,-
(2,06 % ).

2+3. Dasar Hukum Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Tingkat
II Wajo

a. Péjak Daerah

Landasan hukum pemungutan pajak daerah diatur da-
lam :
1. Pasal 58 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang
pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yaitu

"1, Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan
pokok tentang pajak dan retribusi daerah;




2.

b.

Te
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2. Dengan Peraturan Daerah ditetapkan pungut-
an pajak dan retribusi Daerah,

3+ Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat
(2) pasal ini, berlaku sesudah ada penge-
sahan pejabat yang berwenang, menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang dan tidak
boleh berlaku surut, :

4. Pengembalian atau pembebasan Pajak Daerah
dan atau Retribusi Daerah hanya dapat di-
lakukan berdasarkan Peraturan Daerah,"

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, yang meng-
atur tentang Pajak Daerah, Pasal 3 ayat (1) dan (2)
dan Pasal 4 ayat (1) dan (2), yaitu
Pasal 3 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957
"(1) mengadakan, merombak dan meniadakan Pa =
Jjak Daerah.
(2) dalam peraturan Pajak Daerah dimuat hal-
hal yang dikenakan pajak serta dasarnya.
Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957

"Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh dibo-
rongkan atau digadaikan.

(1) jumlah uang Pajak Daerah harus ditetapkan
dalam peraturan Pajak itu sendiri atau
sedikit -dikitnya dapat dihitung menurut
ketentuan dalam peraturan tersebut,

(2) Penunjukan dimana tempat pa jak Daerah akan
dipungut demikian juga syarat-syarat ter-
tentu mengenai kewajiban membayar Pajak
harus ditetapkan dalam Peraturan Pajak
tersebut "

Karena Undang - Undang yang mengatur Pajak Daerah be-
lum dibentuk, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1965
dan Peraturan lainnya masih tetap dipergunakan seba-

gai landasan pengaturan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah
Landasan hukum pemungutan retribusi diataur :

Pasal 58 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang
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Pokok-Pokok Pemerintahan di Paerah, yaitu

"(1) Dengan Undang-Undang ditetapkan ketentuan

pokok tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Dengan peraturan daerah ditetapkan pungut-

(3) ;n pajak dan retribusi daerah,

3) Peraturan daerah yang dimaksud dalam
(2) pasal ini, beglaﬁu sesudah agaape:ggt
sahan pejabat yang berwenang, menurut ca-
ra yang diatur dalam Undang - Undang dan
tidak boleh berlaku surut,

(4) Pengembalian atau pembebasan pajak daerah
dan atau retribusi daerah hanya dapat di-
lakukan berdasarkan peraturan daerah.,"

2. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 Pasal 3, 4,
dan 5 yang mengatur tentang retribusi daerah mengga-
riskan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 3 Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957

"Mengadakan, merubah dan meniadakan retribusi
daerah ditetapkan dengan perauran daerah,"

Pasal 4 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 :

"(1) Retribusi Daerah hanya dapat dipungut se-
demikian rupa sehingga diperoleh keun -
tungan yang layak bagi Daerah.

(2) Pungutan retribusi Daerah ditetapkan se-
suai dengan pemakaian atas peker jaan usa-
ha dan milik Daerah atau dengan jasa yang
diberikan oleh Daerah,.,"

Pasal 5 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Pahun 1957

"(1) Retribusi daerah tidak boleh merupakan
rintangan bagi keluar-masuknya atau peng-
angkutan barang ke dalam dan ke luar Dae-
rah-

(2) Dalam peraturan retribusi daerah tidak
boleh diadakan perbedaan atau pemberian
keistimewaan yang menguntungkan perorang-
an, golongan dan keagamaan.'"

c. Perusahaan Daerah

Landasan hukum pemungutan perusahaan Dazerah, ada-

lah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun1975.
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tanggal 3 Nopember 1975 mempertegas kedudukan Perusa.-
haan Daerah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun
1962, yaitu terhadap semua badan usaha. Perusahaan yang
dimiliki oleh Daerah baik yang merupakan penyerahan dari
pemerintah pusat kepada Daerah berdasarkan Peraturan pe-
merintah Nomor 7 Tahun 1964 atau ketentuan-ketentuan ma-
upun yang diberikan oleh Daerah dalam bentuk lainnya,
supaya segera ditetapkan dan dinyatakan menjadi Perusa-
haan Daerah sesuai dengan Ketentuan Undang -Undang Nomor

5 Tahun 1962 dengan Peraturan Daerah,

d. Dinas-Dinas Daerah
Dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974
diatur mengenai Dinas-dinas Daerah, sebagai berikut *

"1, Dinas Daerah adalah unsur pelaksana pemerin-
tah Daerah,

2. Pembentukan susunan organisasi dan .formasi
Dinas Daerah ditetapkan dengan peraturan Dae-
rah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri."




BAB III
KEWENANGAN DAN FUNGSI
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II WAJO
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH

3.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kewenangan
pemerintah Daerah Tingkat II Wajo, terlebih dahulu akan
dikemukakan pengertian pemerintah itu sendiri. Dalam Ra-
sal 13 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok
Pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan :

"Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah,"

Berdasarkan Pasal tersebut di atas baik Kepala Da-
erah maupun Dewan Perwakilam Rakyat Daerah keduanya a-
dalah unsur Pemerintah Daerah, oleh karena itu sejauh
manakah kewenangannya masing - masing dalam masalah per-
tanggungjawaban keuangan Daersh, untuk itulah akan diu-

raikan satu persatu.
1. Kepala Daerah

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1974 mengatur masalah otonomi, ini berarti bahwa
Daerah diberi wewenang untuk mengatur/mengurus Daerahnya
sendiri dalam batas - batas tertentﬁ demi untuk membiayai
Daerahnya sendiri dalam proses pembangunan, Pénjelasan

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 menegaskan bahwa prin-
30
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sip pemberian otonomi kepada daerah harus didasarkan pa-
da faktor - faktor perhitungan dan tindakan kebi jaksanaan
yang benar-benar - menjamin daerah-yang bersangkutan seca-
ra nyata mampu mengufus Daerahnya. Bertanggung jawab
bahwa pemberian otonomi benar-benar sejalan dengan tuju-
annya yaitu mel zksanakan pembangunan di seluruh pelosok
tanah air,

Sehubungan dengan itugnmaka salah: satusaspek=yang
meruvpskan pemberian otonomi izl ah masalah keuangan Dae-
rah, Dimana Kepala Daerah diberi kewenangan untuk meng-
galiusumber - sumber keuangan. Namun dalam hal penggunéa-
.nya wajib dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang ber-
wenang.

Tentang siépa Kepala Daerah, Undang =Undang Nomor
5 Tahun 1974 tidek memberikan pengertian, namun dalam
Pasél 14 mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk
menjadi Kepala Daerah,

Dengan diangkatnya seseorang menjadi Kepala Dae=
rzh, dengan sendirinya kepadanya melekat hak, wewenang,
dan kewajiban yang harus dilaksanakan, Dalam hal hak dan
kewajiban serta wewenang Kepala Daerah diatur dalam pa-
sal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19?4; yaitu :

"(1) Kepala Daerah menjal ankannhak);, wewenanggdan

kewajiban pimpinan pemerintshan Daerah,

(2) Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajib-
an pemerintahan daersh Kepala Daerah menurut
hirarkhi bertanggung jawab kepads Presiden

melalui Menteri Dal am Negeri,
(3) Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajib-
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an pemerintahan daerah Kepala Daerah berke-
wa jiban memberikan keterangan pertanggungja-
waban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sekurang - kurangnya sekali setahun, ataukah
dipandang perlu olehnya, atau apabila dimin-
ta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah."

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di sam-
ping Kepala Daerah yang mempunyai kewenangan tertentu di-
pengaruhi oleh ajaran Trias Politica dari Montesquieu
yang membagi kekuasaan atas 3 badan yaitu eksekutif, le-
gislatif dan yudikatif,

Kehadiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
badan legislatif, diharapkan memiliki peranan dalam bi-
dang pemerintshan, Untuk mengetahui peranan Dewan Perwa-
kilan Rakyat Daerah, maka perlu diketahui apa yang men-
jadi hak, wewenang dan kewajibannya. Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 menjelaskan hak terse-
but sebagai berikut :

"Untuk dapat menjalankan:fungsinyay,DewannPerwas=-

kilan Rakyat Daerah mempunyai hak :

a. Anggaran.

b, Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing ang-
gota.

c. Meminta keterangan,

d. Mengadakan perubahan,

e, Mengajukan pertanyzan pendavat,

f. Prakarsa,

g. Penyelidikan,"

Sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 30 Un-
dang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, sebagai berikut :

"Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

sebagai berikut :-

a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
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b, Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara kon-
sekuen Garis-Garis Besar Haluan Negara, Kete-
tapan - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rak-
yat, serta mentaati segala peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku,

C. Bersama-sama dengan Kepala Daerah menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk
kepentingan Daerah atau untuk melaksanakan
peraturan perundang- undangan yang pelaksana-
annya ditugaskan kepada Daerah.

d. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat
kehidupan rakyat dengan berpegang pada prog-
ram pembangunan pemerintah,"

5.2. Kewenangan Pemerintah Daerah berkenaan dengan Anggaran

Daerah

Kepala Daerah sebagai pemerintah Daerah berhak,
berwenang dan berkewajiban mengurus rumah tangganya sen-
diri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Da-
lam Pasal 62 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974
tercantum kewenangan tersebut, sebagai berikut

"Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, per-
tanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerah
berdasarkan peraturan Daerah dan peraturan per-
undang-undangan yang lebih tinggi."

Selanjutnya dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974, terdapat kewenangan Pemerintah Dge-

rah, sebagai berikut :

"(3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kepala Daerah dapat menetapkan Kepu-

tusan tentang : )
a. Penghapusan tagihan Daerah sebagian atau

seluruhnya.
b. Persetujuan penyelesaian perkara perdata

secara damai.
¢. Tindakan hukum lain mengenai barang milik

atau hak Daerah," '

Pemerintah Daerah dalam menjalankan wewenangnya
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mengelola Anggaran Daerah harus melalui Budget cyclus

atau tahap Anggaran, Budget cyclus menurut Haryono Su-

mosudirdjo (Arifin P, Soeryaatmadja, 1986 : 22) sebagai
berikut :

"1. Penyusunan Anggaran oleh Pemerintah,

2. Pengolahan Anggaran di Dewan Perwakilan Rak-
yat yang berakhir dengan pengesahan Anggaran
dalam bentuk Undang-Undang.

3. Pelaksanaan Anggaran oleh Pemerintah,

L. Pengawasan-pengawasan atas pelaksanaan Ang-
garan,

5. Pengesahan perhitungan Anggaran dengan Un-
dang-Undang,"

Tahap Anggaran Belanja Daerah atau budget cyclus
dalam hal termasuk pendapatan asli daerah, mulai dari
penyusunan Anggaran sampai pada pengesahan perhitungan
Anggaran akan diuraikan di bawah ini :

1. Persiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Daerah; Kepzla Daerah selaku Kepala eksekutif memim-
pin kegiatan - kegiatan penyusunan Rancangan Ang-
garan Pendapatan dan Belanjaz Daerah, untuk kemudian
mengajukan rencana tersebut kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang ditetapkan menjadi suatu Peratur-
an Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Namun secara teknis wewenang tersebut dilim-
pahkan kepada Kepala Bagian Keuangan untuk menyusun
Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

2. Tahap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Dae-

rah; Setelah Rancangan Anggaran Daerah dipersiapkan




oleh K?pala Daerah dalam bentuk

Daerah, maka selanjutnya diajukan

wakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dalam sidangnya.

Adapun proseé pengolahan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah di Dewan Perwakilan

Rakyat Da?rah Tingkat IT Wajo dalam Tahun Anggaran

1990/1991, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kepala Daerah didampingi oleh Stap menyampaikan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang dipimpin oleh ketua Dewan., Dalam pi-
dato pengantar Kepala Daerah menyampaikan pula
nota keuangan yang memuat rencana ker ja Pemerintah
(eksekutif) yang'tercermin dalam pengeluaran-pe-
ngeluaran Daerah, prospek gerekonomian Daerah un-

' tuk tahun yang akan datang.

b, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membentuk
komisi-komisi, lalu Rancangan Anggaran P§ndapatan
Belanja Daerah dipelajar% oleh Panitia, kemudi-
an diadakan sidang komisi, dan komisi ini mem per -

~ siapkan pertanyaan untuk diajukan kepada:eksekntif]

c; Setelah komisi - komisi mengadakan pembahasan ten-
tang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah; maka diadakan sidang pleno untuk r!:ende-
ngarkan pemandangan umum dari anggota Dewan, Pada
taraf ini anggo?a Dewan mengajukan pertanyaan ke-

pada eksekutif, Kemudian sidang ditunda untuk
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- memberi kesempatan kepada pemerintah (eksekutif)
untuk mempelajari dan mempersiapkan bahan sebagai
Jawaban atas pertanyaan - pertanyaan anggota Dewan.

d. Dalam sidang ini Kepala Daerah diwakili oleh staf-
nya menurut bidang masing-masing memberikan jawab-
an atas pertanyaan yang diajukan oleh anggota-ang-
gota Dewan sebelumnya.

e, Jika jawaban badan eksekutif itu dapat diterima
oleh anggota Dewan, maka dengan sendirinya komisi
komisi memberikan persetujuannya terhadap Rancangan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang diaju-
kan oleh Pemerintah (Kepala Daerah).

f. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama de-
ngan Kepala Daerah menandatangani Rancangan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menetap-
kan menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah dalam rapa paripurna,

Tahap Pengesahan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Déerah oleh pejabat yang berwenang; Setelah ditetap—

kan Anggaran Daerah oleh Dewan Perwakilan RakyatlDae—

rah dalam bentuk Peraturan Daerah, maka Anggaran Dae-
rah tersebut diajukan kepada pejabat yang Dberwenang
untuk mensahkannya, yang dilakukan oleh Menteri Dalam

Negeri untuk Anggaran Daerah tingkat I dan Kepala Da-

erah tingkat II untuk Anggaran Daerah. tingkat II de-

ngan jangka waktu selambat - lambatnya 3 bulan setelah

diterimanya Anggaran Daerah tersebut. Hal ini sesuai

e
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dengan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 1975, yang berbunyi :

"Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung
se jak tanggal penerimaan Anggaran Daerah ter-
sebut oleh pejabat yang berwenang belum ada
keputusan mengenai pengesahan atau penolakan
sebagai tersebut pada ayat (3), maka Anggaran
termaksud dianggap telah disahkan."

Melihat ketentuan di atas, maka kedudukan peja-

bat yang berwenang untuk mensahkan Anggaran Daerah le-
bih kuat kedudukannya dibanding dengan Dewan Perwakil-

an Rakyat Daerah, karena vpejabat yang berwenang ter-

‘ sebut dapat menolak pengesahan Anggaran Daerah,

L

Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan Anggaran Daerah; Da-
lam tahap ini Kepala Daerah sebagai Pelaksana Anggaran
Daerah setelah disahkan oleh pejabat yang _berwenang;
terlebih dahulu harus diundangkan dalam Lembaran Dae-
rah selambat-lambatnya tujuh hari setelah diterima be-
ritanya sebagaimsna dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yang berbunyi :
"Kepala Daerah setelah mendapat berita tentang
pengesahan suatu anggaran atau perubahan ang-
garan, selambat-lambatnya dalam waktu 7 ¥(tu-
juh) hari segera mengumumkannya dalam Lembar-

an Daerah," .

Apabila pada permulaan tahun Anggaran telah di-
mulai dan belum ada pengesahan terhadap Anggaran Dae-
rah dari-pejabat yang berwenang dan belum diundangkan
maka Pemerintah Daerah (eksekutif) dapat menggunakan

anggaran tahun yang lalu untuk digunakan sebagsi dasar

pengurusan keuangannya, sebagaimana di dalam Pasal 5
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ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 yang
berbunyi

"Apabila Anggaran Daerah pada permulaan tahun

Anggaran tahun yang bersangkutan belum menda-
pat pengesahan dari pe jabat yang berwenang dan
belum diundangkan, Pemerintah Daerah mengguna-
kan Anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar

- pengurursan keuangannya,'"

Bersamaan dengan pelaksanaan Anggaran Daerah
oleh Pemerintah Daerah (eksekutif), maka pada saat itu
Juga dilakukan pengawasan oleh Kepala Daerah selaku
penanggung Jjawab pelaksanaan Anggaran Daerah, Dalam
me laksanakan pengawasan Anggaran Daerah, Kepala Daerah
dibantu oleh Inspektorat Daerah Tingkat II, Disamping
itu Kepala Daerah mengawasi secara langsung setiap pe-
ngeluaran dan Anggaran Daerah melalui pengeluaran Su-
rat Keputusan Otorisasi.

5. Tahap perubahan anggaran Daerah; Pada tahap ini sebée=
narnya dalam teori tidak + dikenal, akan “tetapi ‘dalam
praktek setiap tahun Anggaran selalvn _ada _perubahan
Anggaran oleh karena jarask antara rencana dengan reali-
sasi cukup lama yaitu selama satu tahun, sehingga bia-
sanya ter jadi perbedaan antara rencana_ dengan realisa-
sinya. Akibatnya diharuskan untuk melaksanakan perubah-
an anggaran untuk menghindari perbedaan yang menyolok
antara perencanaan dan kenyataan yang ada, Hal ini di-
mungkinkan oleh peraturan yang bei‘iaku " sebagaimana

disebutkan dalam Pasal 64 ayat (6) Peraturan Pemerin-

tah Nomor 5 Tahun 1975, yang berbunyi
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"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta

perubahannya, sepanjang tidak dikuasakan sen-
diri oleh anggaran itu, dilaksanakan sesudah
ada pengesahan pejabat yang berwenang."

Selanjutnya perubahan anggaran itu juga diatur
dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nombr 6
Tahun 1975, yang berbunyi

"Perubahan anggaran Daerah ditetapkan dengan

peraturan Daerah dan disusun menurut contoh
yang ditetapkan,"

Jadi berdasarkan keterangan tersebut di atas,
maka perubahan anggaran diperbolehkan dan sesuai de-
ngan kenyataan yang ada, dan perubahan anggaran telah
menjadi salah satu cyclus anggaran,

Dari uraian tersebut di atas dapat dimengerti
bahwa Kepala Daerah di samping bertanggung jawab kepa-
da Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Jugatnrtang-.
gung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Ada-
nya dua jalur pertanggungjawaban Kepala Daerah itudiha-
rapkan terawasi dalam menjalankan pemerintahan di Dae-
rah, akan tetapi bisa membawa kesimpangsiuran pertang-
gung jawaban karena tidak adanya ketegasan hal-hal yang
harus dipertanggungjawabkan keﬁakamasing—masing pihak,
Hal ini pula bisa mengakibatkan merosotnya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak da-

pat berbuat apa-apa jika laporan pertanggungjawaban

Kepala Daerah tidak dapat diterima/disetujui olehnya.
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3.3+ Kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam Upaya Peningkatan

Pendapatan Asli Daerah tiﬁgkat ITI Wajo

Dalam menggali sumber Pendapatan asli daerah, Be-

merintah Daerah tingkat II Wajo telah melaksanakan upa-

ya sebagai berikut :

a. Bidang Intensifikasi, yaitu-

1.

Diadakannya sistim perbaikan administrasi/penga-
wasan kepada pengelolah pajak itu sendiri maupun
wajib pajak itu sendiri.

Peningkatan keterampilan dalam pengelolaan pajak
agar bisa lebih profesional seperti; diadakannya
kursus-kursus atau diklat,

Suatu penggalian pendapatan asli daerah dan pen-
dapatan lainnya dari suatu obyek, sehingga kete-
tapan dari suatu obyek bisa bertambah atau ada

kenaikan perobyek.

b. Bidang Ekstensifikasi, yaitu

1.

Dengan metode atau sistim prosedur Manual Penda=-
patan Asli Daerah dengan mengadakan pendaftaran
kepada setiap obyek dan subyek pajak. Dengan di-
adakannya pendaftaran obyek dan subyek pajak ter-
sebut, maka diambil suatu analisa bahwa ada bebe-
rapa obyek memang tidak sesuai dengan situasi
dan kondisi dengan nilai wuang itu sendiri, maka
dibuatkanlah usulan atas diadakan relevasi: pemba-

haruan jumlah ketetapan obyek pajak tersebut (da-
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lam hal minimum menjadi maksimum).

Diadakan survey dan penelitian, yaitu suatu pemba-
haruan data dari suatu obyek pajak yang dalam hal
Pemerintah Daefah telah menuangkan dalam suatu
bentuk proyek program penelitian umum yang dananya
bersumber dari APBD tingkat II dan Inpres bantuan
Dati IT, APBD tingkat I yang setiap tahunnya dia-
dakan usulan oleh Pemerintah Daerah kepada Instan-
si terkait, seperti program pembaharuan rincian
obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan,

Dalam hal ekstensifikasi diadakan suatu pendaftar-
an obyek dan subyek pajak, pada setiap subyek pa-
jak dalam hal pemilik yang bersangkutan, sehingga
dengan diadakannya pendaftaran sesuai dengan ke-
tentuan hukum, maka setiap subyek pajak yang lalai/
manipulasi akan terekam dalam pendaftaran ini de-
negan sistim dan prosedur Manual Pendapatan Asli

Daerah.
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BAB IV
PELAKSANAAN KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TINGKAT II WAJO

Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II

Wajo

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan
perwujudan dari aktifitas Pemerintah Daerah yang diukur
dan dihitung dengan uang. Bagian pendapatan asli daerah
merupakan sumber bagian dari pendapatan daerah di mana
dalam hal ini akan dibahas mengenai penerimaan pendapat-
an asli daerah tingkat II Wajo.

Sebelum penulis membahas mengenai hal tersebut,
maka perlu diketahui lebih dahulu tentang apa yang di-
maksud dengan anggaran.

Ibnu Syamsi (1983 : 9) mengemukakan maksud . dari
Anggaran, sebagai berikut

"Anggaran ( budget ) adalah salah satu rencana

yang meliputi bermacam - macam kegiatan dalam
pelbagai tingkat untuk jangka waktu tertentu
yang dinyatakan dalam satuan uang,"

Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan
bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah
rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang
dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, untuk melaku-
kan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah se-

suai dengan Dasar Penyusunah Anggaran.
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Pasal 64 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 dite-
gaskan bahwa APBD tingkat II ditetapkan setiap tahun dan
mengikuti tahun Anggaran Negara., Tahun anggaran mulai
dari tanggal 1 April tahun berjalan sampai dengan tang-
gal 31 Maret tahun berikutnya, Kemudian masalah tahun
anggaran ini lebih diperjelas didalam Pasal 13 Peratur-
an Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, sebagai berikut

“"a, Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan

anggaran yazng selama tahun itu dimasukkan da-
lam kas daerah atau Kantor yang diserahi pe-
ker jaan kas Daerah;

b. Semua perhitungan yang merupakan penerimaan
anggaran, yang selama tahun anggaran dilaku-
kan antara bagian-bagian anggaran,"

Kemudizn yang termasuk tahun anggaran menurut PRa-
sal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, yakni :

"a. Semua jumlah uang merupakan pengeluaran ang-
garan, yang selama tahun itu dikeluarkan da-
ri kas Daerah atau Kantor yang diserahi pe-
ker jaan Kas Daerah.

b. Semua perhitungan yang merupakan pengeluaran
anggaran, yang selama tahun anggaran dilaku-
kan antara bagian-bagian anggaran,"

Berkenaan dengan ketentuan di stas, maka pada ta-
hun anggaran 1990/1991 APBD tingkat II Wajo, pendapatan
asli daerahnya adalah berjumlzh Rp.1.477.786.000,- yang
terdiri dari pajak daerah sebanyak Rp. 204,.990,000,- ret-
ribusi daerah sebanyak Fp. 971,800,000,- perusahaan Dae-
rah sebanyak Rp. 4.500.000,- dan lain-lain usaha daerah

yang sah sebanyak Rp. 296 .486.000,~
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1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tingkat
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasrkan angka-angka dalam tabel 2, maka diketa-
hui bahwa jumlah anggaran penerimaan pajak daerah Kabupa-
ten Wajo tahun anggaran 1985/1986 adalah Rp. 191.608.533;
66 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan
ribu lima ratus tiga puluh tiga koma enam puluh enam ru-
piah). Anggaran tahun 1986/1987 adalah Rp. 60.152.208;58
(enam puluh juta seratus lima puluh dua ribu' ‘dua ratus
delapan koma lima puluh delapan rupiah). Anggaran tahun
1987/1988 adalah Rp. 78.891.422,19 (tujuh puluh delapan
juta delapan ratws sembilan puluh satu ribu empat ratus
dua puluh dua koma sembilan belas rupiah). Anggaran tahun
1988/1989 adalah Rp. 62.337.818,50 (enam puluh dua juta
tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus delapan
belas koma lima puluh rupiah). Anggaran tahun 1989,/1990
Rp. 78.518.743,95 (tujuh puluh delapan juta lima ratus
delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga koma sem=-
bilan puluh lima rupiah).

Realisasi pendapatan asli daerah di bidang pajak
pada anggaran tahun 1985/1986 adalah yang tertinggi kurun
lima tahun; yaitu dengan prosentase ?4;81 % dari target
yang diharapkan berjumlah Rp. 256.100.000 (dua ratus lima
puluh enam juta seratus ribu rupiah); dengan selisih
Rp. 64.491.261,34 (enam puluh empat juta empat ratus sem-
bilan puluh satu ribu dua ratus enam belas koma tiga pu-

luh empat rupiah).
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Untuk tahun 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 60.191.208,58
dengan prosentase 42,61 % dari target Rp. 141.240.000,-
(seratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu
rupiah), dengan selisih Rp. 81.048.?91;42 (delapan puluh
satu juta empat pﬁluh delapan ribu tujuh ratus sembilan
puluh satu koma empat puluh dua rupiah).
Tahun anggaran 1987/1988 adalah Rp. 78.891.418,19 dengan
prosentase 61,92 % dari target Rp. 12?.400;000,- (seratus
dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dengan se=
lisih Rp. 48.508.518,81 (empat puluh delapan juta 1lima
ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh satu koma de-
lapan puluh satu rupiah). )
Tahun anggaran 1988/1989 adalah Rp. 62.337.818,50 dengan
prosentase 43,23 % dari target Rp. 144.180.000,- (seratus
empat puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah)
dengan selisih Rp., 51.742.181,50 (lima puluh satu juta
tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus delapan puluh
satu koma lima puluh rupiah).
Tahun anggaran 1989/1990 adalah Rp. 78.518.743,95 dengan
prosentase 56,18 % dari target yang diharapkan berjumlah
Rp. 140.240.000;- (seratus empat puluh juta dua ratus em-
pat puluh ribu rupiah); dengan selisih Rp. 61.451.256,05
(enam puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu
dua ratus lima puluh enam koma nol lima rupiah).

Hasil pendapatan asli daerah yangkedua, yaitu ret-
ribusi daerah akan dijelaskan pada tabel berikut ini.
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2. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tingkat II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 198971990'

Berdasarkan angka -angka dalam tabel 3 di atas,
maka diketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli
daerah dibidang retribusi daeraﬁ Kabupafen Wajo Tahun
Anggaran 1985/1986 adalah sebanyak - Rp. 648.282.197,62
(enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus delapan
puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh koma enam
puluh dua rupiah).

Anggaran tahun 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 572.367.
021,62 (lima ratus tujuh puluh dua Juta tiga ratus

enam puluh tujuh ribu dua puluh satu koma enam puluh
dua rupiah).

Anggaran tahun 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 692.277.
416,23 (enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus
tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam belas koma dua
puluh tiga rupiah).

Anggaran tahun 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 742.360.
416,88 (tujuh ratus empat puluh dua juta tiga ratus
enam puluh ribu empat ratus enam belas koma delapan
puluh delapan rupiah), dan tahun anggaran 1989/1990
adalah sebanyak Rp. 1.066.436.423,95 (satu milyard

enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu
empat ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh lima
rupiah).
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Realisasi pendapatan asli daerah dibidang ret-
ribusi daerah pada anggaran tahun 1989/1990 adalah
yang tertinggi dalam kurun 1lima tazhun, yaitu dengan
prosentase 88,53 % dari target yang diharapkan berjum-
lah Rp. 1.204.520.000,- (satu milyard dua ratus empat
juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan selisih.
Rp. 138,087.576,05 (seratus tiga puluh delapan juta
delapan puluh tnjuh ribu lima ratus tujuh puluh enam
koma nol lima rupiah).

Untuk tahun anggaran 1985/1986 adalah sebanyak
Rp. 648.282.287,62 (enam ratus empét puluh delapan juta
dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh
tujuh koma enam puluh dua rupiah), dengan prosentase -
81,62 % dari target Rp. 797.100.000,- (tujuk ratus sem-
bilar puluh cujuh juta seratus ribu rupiah), dengan se-
lisih Rp. 48.817.712,38 (empat puluh delapan Jjuta de-
lapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus dua belas
koma tiga puluh delapan rupiah).

Untuk tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak
Rp. 572.367.012,62 (lima ratus tujuh puluh dua juta
tiga ratus enam pulnh tujuh ribu d__qa belas koma enam pu-
luh dua rupiah), dengan prosentase 78,15 % dari target
Rp. ?32;350.000;— (tujuh ratus tiga puluh dua juta tiga
ratus lima puluh ribu rupiah); dengan selisih Rp. 159.
982.987,38 (seratus 1lima puluh sembilan juta sembilan
ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus. delapan




50

puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).

Untuk tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak
Rp. 693.237.412,23 (enam ratus sembilan puluh tiga juta
dua ratus tiga puluh tujﬁh ribu empat ratus dua belas
koma dua puluh tiga rupiah) dengan prosentase 64,07 %
dari target Rp. 1.081.850.0004 (satu milyard delapan pu-
luh satu Jjuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),
dengan selisih Rp. 388.612.588,- (tiga ratus delapan
puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus
delapan puluh delapan rupiah).

Untuk tahun anggaran 1988/1989 adalah sebanyak
Rp. 742.360.416,38 (tujuh ratus empat puluh dua juta
tiga ratus enam puluh ribu empat ratus enam belas koma
tiga puluh delapan rupiah) dengan proaqntase 97,49 %
dari target Rp. 761.436.000,~- (tujuh ratus enam puluh
satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), de-
ngan selisih Rp. 19.075.583,62 (sembilan belas juta tu-
Juh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga koma
enam puluh dua rupiah).

Realisasi penerimaan retribusi daerah dari tahun
1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 pro-
sentasenya tidak sama, ini dapat dilihat .pada tabel 3
di atas, Selanjutnya untuk pendapatan asli daerah yang
ketiga; yaitu mengenai Perusahaan Daerah akan diuraikan

pada tabel 4 berikut ini.
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3. Realisasi Penerimaan Perusahaan Daerah Tinskat II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan pada - tabel 4, dapat dilihat Jjumlah
anggaran pendapatan asli daerah 'di bidang perusahaan
daerah Kabupaten Wajo tahun anggaran 1985/1986 adalah
tidak terealisasi. Anggaran tahun 1986/1987 adalah se=-
banyak Rp. 3.645.330,16 (tiga juta enam ratus empat pu-
luh lima ribu tiga ratus tiga puluh koma enam belas ru-
piah). Anggaran tahun 1987/1988 adalah juga tidak te-
realisasi, anggaran tahun 1988/1989 adalah sebanyak
Rp. 7.969.409,45 (tujuh juta sembilan ratus enam puluh
sembilan ribu empat ratus sembilan koma empat puluh 1li-
ma rupiah), sedangkan untuk tahun 1989/1990 adalah rea-
lisasinya sebanyak Rp. 1.307.729,23 (satu juta tiga ra-
tus tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan koma‘dua
puluh tiga rupiah). |

Realisasi pendapatan di bidang perusahaan daerah
yang tertinggi adalah pada tahun anggaran 1988/1989 yai-
tu Rp. 7.989.409,45 dengan prosentase 99,86 % dari tar-
get Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dengan seli-
sih Rp. 10.590,55 (sepuluh ribu lima ratus sembilan pu-
luh koma lima puluh lima rupiah); sedangkan anggaran
tahun 1985/1986 target yang diharapkan sebanyak Rp. 4.
000.000,~- dan anggaran tahun 1987/1988 dengan  target
Rp. 4.000.000,~ tidak terealisasi.
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Untuk anggaran tahun 1986/1987 adalah Rp. 3.646.
330, 16 dengan prosentase 91,16 % dari target yang diha-

rapkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan seli-
sih Rp. 353.669,84 (tiéa ratus lima puluh tiga 1ribu
enam ratus enam pﬁluh sembilan koma delapan puluh empat
rupiah). Dan tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak
Rp. 1.307.729,23,~ (satu juta tiga ratus tujuh ribu tu-
Juh ratgs dua puluh sembilan koma dua puluh tiga rupi-
ah) dengan prosentase 29 ¥ dari target Rp. 4.500.000,-
(empat juta 1lima ratus ribu rupiah) dengan . ‘selisih
Rp. 3.192.270,77 (tiga juta seratus sembilan puluh dua
ribu dua ratus tujuh puluh koma tujuh puluh tujuh ru-
piah).

Realisasi Pendapatan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II Wajo
Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka -angka dalam tabel 5, maka di-
ketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan asli daerah
di bidang penerimaan Dinas -dinas Daerah Kabupaten Wajo
Tahun anggaran 1985/1986 adalah Rp. 146.643.125,- (se-
ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh ti=-
ga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dengan prosen-
tase 158,95 % dari target Rp. 92.500.000,- ( sembilan
puluh dua juta 1lima ratus ribu rupiah) dengan selisih
Rp. 55.044.150,- (lima puluh lima juta empat puluh

empat ribu seratus lima puluh rupiah).
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Tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 141.068.
475,- (seratus empat puluh satu juta enam puluh delapan
ribu empat ratus tujuh puluh 1lima rupiah) dengan pro-
sentase 89,74 % dari target Rp. 154.000.000,- (seratus
lima puluh empat juta rupiah), dengan selisih sebanyak
Rp. 12.931.525,- (dua belas juta sembilan ratus tiga
ﬁuluh satu ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
Tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 191.596.
900,~ (seratus sembilan puluh satu juta lima ratus sem-
bilan puluh enam ribu sembilam ratus rupiah) dengan
prosentase 113,95 % dari target Rp. 168.140.0004 (se-
ratus enam puluh delapun juta seratus empat puluh ribu
rupiah), dengan selisih Rp. 23.456.900,~ (dua puluh ti-
ga juta empat ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus
rupiah).
Tahun anggaran 1988/1989 adalash Rp. 236.353.915,39 (dua
ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga
ribu sembilan ratus lima belas koma tiga puluh sembilan
rupiah) dengan prosentase 100 % sesuai dengan target
Rp. 236.353.915,39 (dua ratus tiga puluh enam juta tiga
ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus 1lima belas
koma tiga puluh sembilan rupiah). Jadi target yang di-
haraptan terpenuhi, -
Tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 259.123.
208;?6 (dua ratus lima puluh sembilan juta seratus dua
puluh tiga ribu dua ratus delapan koma tujuh puluh enam

rupiah) dengan prosentase 119,76 % melebihi target yaitu
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Rp. 216.530.000,~ (dua ratus emam belas, j
tiga puluh ribu rupiah) dengan selisih Rp.
76 (dua ratus lima pultih sembilan juta se;;us dua puluh
tiga ribu dua ratus deia;an koma tujuh puluh enam ru-

piah).

Realisasi Penerimaan Lain-Lain Hasil Usaha Daerah yang
Sah, Daerah Tingkat II Wajo Tahun Anggaran 1985/1986
s/d 1989/1990

Berdasarkan angka - angka dalam tabel 6, maka di-
ketahui bahwa Jjumlah anggaran pendapatan asli daerah
dibidang penerimaan lain-lain Daerah Kabupaten Wajo ta-
hun anggaran 1985/1986 adalah Rp. 19.839.316,50 (sembi-
lan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu
tiga ratus enam belas koma 1lima puluh rupiah) dengan
prosentase 81,98 % dari target Rp. 24.200.000,- (dua pu-
luh empat juta dua ratus ribu rupiah), dengan selisih
Rp. 4.360.683,50 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu
enam ratus delapan puluh tiga koma lima puluh rupiah).
Tahun anggaran 1986/1987 adalsah Bebényak Rp. 6.144.611,
30 (enam juta seratus empat puluh empat ribu enam ratus
sebalas koma tiga puluh rupiah) dengan prosentase 54;61
% dari target Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah); dengan selisih Rp. 5.105.388§ ,70
(lima juta seratus lima ribu tiga ratus delapan puluh
delapan koma tujuh puluh rupizh).
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Tahun amggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 17.399.199,
28 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh sembilan
ribu seratus sembilan puluh sembilan koma dua puluh de=-
lapan rupaih), dengan p&osentaae 77,50 % dari target
Rp. 22.450.000,- (dua puluh dua juta empat ratus 1lima
puluh ribu rupiah) dengan selisih Rp. 5.050.800,72 (1i-
ma Jjuta lima puluh ribu delapan ratus koma tujuh puluh
dua rupiah).

Tahun anggaran 1988/1989 adalah sebanyak Rp. 23.125.419,
90 (dua puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu em-
pat ratus sembilan belas koma sembilan puluh rupiah),
dengan prosentase 76,35 % dari target Rp. 30.286.000,-
(tiga puluh juta dua ratus delapan puluh enam ribu ru-
piah) dengan selisih Rp. 7.160.580,10 (tujuh juta sera-
tus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh koma sepu-
luh rupiah).

Tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 27.255.270,
04 (dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ri-
bu dua ratus tujuh puluh koma nol empat rupiah), dengan
prosentase 41,30 % dari target Rp. 65.986.000,- (enam
puluh lime juta sembilan rgtus‘dela;nn_pnluh:.nan-ribu
rupiah), dengan selisih Rp. 38.730.729,96 (tiga puluh
delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus
dua puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah).
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6. Realisasi Penerimaan Dari Instansi Yang Lebih Tinggi
di Kabupaten Dati ITI Wajo Tahun Anggaran 1985/1986
s/d 1989/1990

Berdasarkan angka-angka dalam tabel 7, maka di-
ketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan daerah di-
bidang: Penerimaan dari Instansi Yang Lebih Tinggi pa-
da Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 ada-
lah sebanyak Rp. 488,520.494,76 (empat ratus delapan
puluh delapan juta l1ima ratus dua puluh ribu empat ra-
tus sembilab puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah)
dengan prosentase 86,95 % dari target Rp. 561,780,000,-
(1ima ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapam pu-
luh ribu rupiah), dengan selisih Rp., 73.259,.505,24 (tu-
juh puluh tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu
lima ratus lima koma dua puluh empat rupiah).

Tahun anggaran 1986/1987 adalah sebanyak Rp. 465.082.
929,19 (empat ratus enam puluh lima guta delapan puluh
dua ribu sembilen ratus duaz puluh sembilan koma sembi-
lan belas rupiah) dengan prosentasr 67,09 % dari target
Rp. 693,148,000,- (enam ratus sembilan puluh tiga juta
seratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan seli-
sih Rp. 128.065.070,81 (seratus dua puluh delapan juta
enam puluh lima ribu tujuh puluh koma delapan puluh sa-
tu rupiah).

Tahun anggaran 1987/1988 adalah sebanyak Rp. 634.129.

798,67 (enam ratus tiga puluh empat juta seratus dua
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puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan
koma enam puluh tujuh rupiah) dengan prosentase 177,10 %
dari target Rp. 541.500,000,- (lima ratus empat puluh
satu juta 1lima ratus ribu rupiah), dengan selisih
Rp., 92.629.798,67 (sembilan puluh dua juta enam ratus
dua puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh de-
lapan koma enam puluh tujuh rupiah).

Tahun anggaran 1988/1989 adalah sebanyak Rp., 704,841,
824,39 (tujuh ratus empat juta delapan ratus empat pu-
luh satu delapan ratus dua puluh empat koma tiga puluh
sembilan rupiah) dengan prosentase 85,38 % dari target
Rp. 825.,500,000,~- (delapan ratus -dua- puluh lima juta
lima ratus ribu rupiah) dengan selisih Rp. 120.658.175,
61 (seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dela-
pan ratus ribu seratus tujuh puluh lima koma enam puluh
satu rupiah).

Tahun anggaran 1989/1990 adalah sebanyak Rp. 1.246.402,
794,54 (satu milyard dua ratus empat puluh emam ribu
empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh‘empat
koma lima puluh empat rupiah) dengan prosentase 99,91 %
dengan selisih Rp. 1.097,205,46 (satu juta sembilan pu-
luh tujuh ribu dua ratus lima koma empat puluh enam ru-
piah) dari target Rp. 1.247.500.000,- (satu milyard dua

ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),
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7. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari

Instansi Yang Lebih Tinggi di Kabupaten Dati II
Wajo Tahun Anggaran 1985/1986 s/d 1989/1990

Berdasarkan angka - angka dalam tabel 8, maka di-

ketahui bahwa jumlah anggaran pendapatan sl daeriah."da-

pat disimpulkan sebagai berikut

Te

2e

e

k.

Pajak daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai dengan
tahun anggaran 1989/1990 adalah ber jumlah/sebanyak
Rp. 47[,817.9?2,88 (empat ratus tujuh puluh satu juta
delapam ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh
puluh dua koma delapan tujuh delapan rupiah),
Retribusi daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai de-
ngan tahun anggaran 1989/1990 berjumlah/sebanyak
Rp. 3.722.683.562,36 (tiga milyard ~tujuh ratus dua
puluh dua juta enam ratus delapam puluh tiga ribu lima
ratus enam puluh dua koma tiga puluh enam rupiah).
Perusahaan daerah tahun anggaran 1985/1986  sampai
dengan tahun anggaran 1989/1990 ber jumlah/sebanyak
Rp. 12.943.468,84 (dua belas juta sembilan ratus em-
pat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh delapan
koma delapan puluh empat rupiah).

Dinas-Dinas daerah tahun anggaran 1985/1986 sampai
dengan tahun anggaran 1989/1990 ber jumlah/sebanyak
Rp. 980.785.624,15 (sembilan ratus delapan puluh juta
tujuh ratus delapan puluh lima ribu enam ratus dua

puluh empat koma lima belas:rupiah),
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Lain-Lain penghasilan daerah tshun anggaran 1985/1986
sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 ber jumlah/se-
banyak Rp. 93.763,816,02 (sembilan puluh tiga Jjuta
tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam
belas koma nol dua rupiah). ‘

Anggaran Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran

1985/1986 sampai dengan tahun anggaran 1989/1990 dapat

dilihat menurut urutan banyaknya hasil yang terealisasi

yaitu

1.

2e

3

o

5.

Retribusi Rp. 3.722.683,562,36 (tiga milyard tujuh
ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh
tiga ribu lima ratus enam puluh dua koma tiga puluh
enam rupiah),

Dinas-Dinas Rp. 980,785.624,15 (sembilan ratus dela-
pan puluh juta tujuh ratus delapan puluh 1lima ribu
enam ratus dua puluh empat koma lima belas rupiah).

Pajak Rp. 471.817.972,88 (empat ratus tujuh puluh
satu juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan
ratus tujuh puluh dua koma delapan ;puluh ‘delapan
Lain-Lain Rp. 93,763.816,02 (sembilan puluh tiga ju-
ta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus
enam belas koma nol dua rupiah),

Perusahaan Rp. 12.943.468,84 (dua belas juta sembi-
;an-ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam pu-

luh delapan koma delapan puluh empat rupiah),
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L.,2, Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Upaya Pening-
katan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Wajo

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber
pokok keuangan daerah untuk membiayai pelaksanaan pem-
bangunan daerah di Kabupaten Wajo. Dalam upaya pening-
katan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah sering
menghadapi hambatan-hambatan,

Andi Kadir Ibrahim selaku Kepala Bagian Pendaf-
taran dan Pendataan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Dati II Wajo, mengemukan bahwa

"Hambatan-hambatan dalam hal peningkatan penda-

patan asli daerah tingkat II Wajo, adalah :

a, Kesadaran wajib pajak masih rendah;

b. Aparatur pengelola pendapatan asli daerah
masih mempunyai kelemahan-kesalahan maupun’
sarananya belum terpenuhi sebagaimana mesti-
nya dan tenaga personil kurang;

ce Dalam hal pengelolaan Adminidtrasi dari pada
Pendapatan Asli Daerah maupun pendapatan la-
innya setelah diadakan pendaftaran dari ob-
yek pajak itu sendiri masih mengalami kesa-
lahan-kesalahan, karena mungkin prosedurnya
terlalu panjang (harus melalui beberapa pro-
sedur) dan juga tenaga personilnya. 'belum
terpenuhi,"

Selain hambatan-hambatan tersebut di atas, masih
ada faktor lain yang turut mempengaruhi tingkat keber-
hasilan pemungutan pendapatan asli daerah di Kabupaten
Wajo, antara lain :

a. Faktor potensi daerah;

b, Faktor sumber daya alam;

c. Faktor kebi jaksanaan pemerintah,

Faktor potensi daerah sebagai salah satu faktor
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penunjang tingkat: keberhasilan pemungutan pendapatan
asli daerah di Kabupaten Wajo. Oleh karena daerah ini
mempunyai luas wilayah + 2.479,53 Kme, terdiri atas 10
kecamatan, 14 kelurahaﬁ dan 89 desa, diantaranya terda-
pat lahan kritis yang mempengaruhi tingkat keberhasilan
pendapatan asli daerah, oleh karena beberapa obyek pen-
dapatan asli daerah tidak dapat dilaksanakan pemungut-
annya.

Kemudian mengenai faktor sumber daya alam seba-
gai salah satu faktor yang cukup berprngaruh terhadap
tingkat keberhasilan pemungutan pendapatan asli daerah
di Kabupaten Wajo. Di mana 1letak dan jarak daerah ini
dari Kotamadya Ujung Pandang * 363 Km, sehingga hasil
bumi yang seharusnya dikenakan pajak ataupun retribusi
daerah benar-benar dipertimbangkan agar nantinya dapat
bersaing harga dengan hasil bumi dari daerah lain,

Sarana dan prasarana perhubungan yang menghu-
bungkan antara desaz satu dengan desa lainnya masih ba-
nyak yang belum diperkeras, sehingga apabila musim huf_
jan. para petugas pemungut paj&kk dan retribusi daerah
sulit melaksanakan tugas dengan baik, menyebabkan bebe-
rapa obyek dan subyek pajak maupun retribusi daerah ti-
dak terjangkau oleh petugas. |

Selanjutnya mengenai faktor kebi jaksanaan pemé-
rintah yang juga sebagali salah satu faktor yang berpe-

ngaruh dalam rangka pemungutan pendapatan asli daerah
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di Kabupaten Dati II Wajo, oleh karena sampai sekarang
masih banyak sumber - sumber penerimaan pendapatan asli
daerah yang belum mendapat pengolahan-dari Pemerintah
Daerah, |

Sehubungan dengan masal ah-masalah tersebut, maka
Pemerintah Daerah Tingkat IT Wajo berusaha mengantisi-
pasi hambatan - hambatan dimeksud, agar pendapa@an asli
daerah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,

Adapun langkah - 1angkah yang ditempuh Pemerintah
Daerah Tingkat II Wajo dalam upaya meningkatkan penda-
patan asli daerah, M., Dijunaid Ali selaku Kepala Bagian
Penetapan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat
II Wajo (wawancara, Senin, 24 Pebruari 1992, jam 10,30
pagi, di ruang kerjanya vpada Kantor.Dinas Pedapatan Da-
erah Tingkat II.Wajo) mengemukakan, bahwa :

"Langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha me-
ningkatkan pendapatan asli daerah Tingkat II
Wajo, yaitu :

a. Mengupa¥akan dalam pembaharuan produk-produk
hukum (Perda yang baru) untuk suatu obyek
pajak dan Peraturan Daersh untuk menyesuai-
kan jumlah ketetapan obyek pajak itu sendiri.
Dalam hal ini jumlah penyesuaian yang dimak-
sud adalah peningkatan pokok-pokok pajak da-
lam meningkatkan pendapatan asli daerah.,

b. Mengupayakan peningkatan kesadaran wajib pa-
jak untuk memenuhi kewajibannys membayar ob-
yek dan subyek pajak melalui penyuluhan pa-
jak yang biayanya bersumber dari APBD Ting-

" kat II Wajo.

c, Sistem dan prosedur pengelolaan penerimaan
pendapatan asli daerah maupun pendapatan da-
erah lainnya dengan diadakannya perubahan
sistem dan prosedur dari- Mapenda ke Mapatda
berdasarkan S.K. Menteri, yaitu :

1. Kepmen Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1990
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tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Di-
nas Pendapatan Daerah Tingkat II,

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 970/1035
/PUOD, tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan
Mapatda di 91 Daerah Tingkat II dan 15
Kotif/Cabang Dinas, yang dituangkan dalam
S.K. Bupati yaitu Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Wajo Nomor KKeu 177/V1/
W/1990, tentang Pemberlakuan Manual Pen-
dapatan Daerah di Kabupaten Dati II Wajo."




BAB V
PENUTUP

5. 1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari haeil penelitian

yang dikemukakan pada bab - bab terdahulu, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1.

2.

3.

Bahwa pendapatan asli daerah tingkat II Wajo seba-
gal salah satu sumber keuangan daerah untuk pembi-
ayaan pembangunan di daerah tingkat II Wajo, akan
tetapi peningkatan pendapatan asli daerah tingkat
II Wajo belum mampu menunjang sepenuhnya pelaksana-
an pembangunan yang sedang dilaksanakan di Kabupa-
ten Dati II Wajo.

Dalam usaha peningkatan pendapatan  asli daerah,
Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo telah berusaha
secara intensif menggali potensi daerah sendiri dan
memanfaatkan sumber - sumber pendapatan yang berasal
dari pemerintah tingkat atasnya dalam membangun
daerahnya.

Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah di-
Kabupaten Dati II Wajo, ada beberapa hal yang men-
Jadi hambatan antara lain faktor potensi daerah,
faktor sumber daya alam dan sumber daya manusia,

serta kebijaksanaan pemerintah daerah Kabupaten
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Wajo dalam menggali dan memanfaatkan sumber -sum-
ber pendapatan asli daerah yang baru dan lebih
potensial,

5. 2. Saran-Saran

1.

2e

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,

Pemerintah Daerah Tingkat II Wajo harus mampu me-

nyusun rencana kerja yang lebih produktif, ﬁang

dapat dilakukan dengan :

a., Mengaktualisasikan berbagai data pendapatan
Asli Daerah secara rutin atau priodik.

b. Menyusun perumusan kerja lainnya, sehingga re-
alisasl penerimaan dapat terkoordinir dengan
baik.:

Cc. Mempersiapkan personil -parsonii yang cakap,
Jujur dan berdisiplin terutama dalam mengisi
Jabatan struktural, melalui pendidikan dan kur=
sus serta persiapan lainnya.

Berusaha semaksimal mungkin menggali sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah yang baru, perlu diupaya=-

kan langkah -langkah penyempurnaannya agar sesuai

dengan perkembangan penduduk atau masyarakat dan

tingkat inflasi.
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PENERINTAH KASUPATEN DAERAH TK. II WAJO
DINAS PENDAPATAN DARRAH

Surat - Keterangan
Fo: 070/150/D1P/92.

Yang bertanda tangan dibawah ini,Kepala Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat I1I Wajo, menerangkan bahwa 3

NAMNA t SUKMAWATI

Tempat/Tgl Lahir : Doping, 30 Nopember 1966.

Pekerjaan ¢ Mah, Fak., Hukum Univ "45" U.Paadang.
Alamat tJL.Pampang Utama No.40 U, Pandang.

Okrum tersebut, telah mengadakan penelitian pada Kantor
Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Wajo, dalam rangka penyusunan
Skrepsi dengan judul " Tinjauan Hukum Tentang Kewenangan Pemerin
tah Daerah Tingkat II Wajo Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli-
Daerah ", selama 2 (dua) bulan dari tanggal 20 Pebruari 1992 s/d
tanggal 10 April 1992, sesuai surat Kepala Kantor SOSPCL Kabupa-
ten Daerah Tingtat II Wajo No: 070/199/11/KSP/92.
Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan se -
bagainana mestinya. '

Pm'x&kat ¢ Penata Tk.I
N.IP 1 580007217,
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No. Pakok Mahasiswa 3

Perguruan Tinggi &

Jurusan

Alamat :

Bupati Kepala Daerah Tingxat II Wajo me-

SUKKEAWATI

Sengkang/ 30 Nopember 1966
4586060609

Universitas "45" Ujung Pandang
Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Jalan Pampang I No.40 Ujung Pandang.

lah melakukan penelitian dari tanggal 10 Pebruari 1992 s.d 10 April 1992
lam rangka penyusunan Skripsi pada Kantor Bupati KDH Tingzat II Wajo.

mikian agar yang berkepentingan maklum.
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